
BAB I

PENDAHULUAN

1. 1  
Latar Belakang Masalah

Otonomi wilayah atau yg sering disingkat OTDA artinya bentuk desentralisasi yang lebih konkrit terhadap wilayah-wilayah yang selama hampir 32 tahun berada pada keadaan sentralisasi serta dengan diterbitkannya Undang-Undang angka 22 Tahun 1999 ihwal pemda di Indonesia menjadi sebuah langkah riil buat mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah yg diharapkan mampu lebih merata. Prinsip otonomi daerah artinya menggunakan prinsip swatantra yang seluas-luasnya atau memakai kata lain daerah diberikan wewenang buat mengurus dan  mengatur seluruh urusan pemerintahan diluar yg sebagai urusan pemerintah sentra serta dalam wewenang ini daerah bisa menghasilkan kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan keikutsertaan serta pemberdayaan masyarakat yg tujuan utamanya ialah terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan warga. Demi mewujudkan pembangunan ekonomi di wilayah maka wilayah otonomi diberikan sumber hukum dana yg terdiri atas penadapatan asli.

Penetapan Otonomi Daerah bisa menghipnotis pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memungkinkan Pemerintah Daerah buat leluasa  merencanakan keuangan daerahnya sendiri dan  merumuskan kebijakan yang  dapat menghipnotis kemajuan wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi menciptakan  lapangan kerja baru dengan mengelola asal daya yang terdapat serta menghasilkan

Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal untuk belanja Daerah, Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup Pendaptan Asli Dearah (Wahab 2016)
Pemda memiliki sumber Pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, Salah satu sumber Pendapatan wilayah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD sangat memilih pada penyelenggaraan otonomi wilayah sebab semakin tinggi PAD di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan  mengurangi ketergantungan pada pusat sebagai akibatnya wilayah tersebut mempunyai kemampuan buat berotonomi. Jadi PAD artinya keliru satu modal dasar Pemerintah Daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan  memenuhi belanja daerah.

Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan anggaran Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran  belanja daerah dari tahun 2020 s/d 2021. Peningkatan jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah tersebut dapat dikatakan penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis apalagi ditelusuri dalam berbagai hal. Gambaran realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran anggran belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1  Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2020-2021

(Dalam Ribuan)

	Tahun
	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	PAD Lainnya yang Sah
	Jumlah PAD

	2020
	5.071.597,922
	30.218,319
	242.309,157
	187.111,980
	5.531.237,378

	2021
	5.730.574,819
	27.129,155
	384.479,883
	260.530,230
	6.402.714,087


Sumber: sumut.bps.go.id.

	Tahun
	Belanja Tidak Langsung
	Belanja Langsung
	Total Belanja Daerah

	2020
	9.192.545,41
	3.461.062,02
	12.653.607,43

	2021
	10.650.207,59
	2.575.185,58
	13,225,393,17


Sumber: sumut.bps.go.id.

	Tahun
	PAD
	Belanja Daerah
	Presentase (%)

	2020
	5.531.237,38
	12.653.607,43
	43,71%

	2021
	6.402.714,09
	13,225,393,17
	48,41%



Sumber : diolah penulis tahun 2023

Tabel 1.1 Menunjukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Dua Tahun Berturut-turut, Tahun 2020 dan 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dan Belanja Daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2020 Mengalami Persentase yaitu 43,71% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 44,06%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja daerah. 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja daerah di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat berdasarkan nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, daerah diberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang di sah kan.

Menurut Rudi and Sujipto (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, retribusi wilayah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan orisinil daerah yang sah pada menggali pendanaan dalam pelaksanaan Pendapatan daerah. Menurut Wahab (2016) semakin besar  sumbangan PAD terhadap aturan Pendapatan dan  Belanja daerah (APBD) akan memberikan semakin kecil ketergantungan wilayah kepada sentra.

Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah, sehingga semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja daerah yang dapat digunakan untuk melengkapi Aset Daerah (Hasbullah, 2017). 

Pada tabel 1.1 pajak daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD, dari total Pajak Daerah tahun 2020 yaitu sebesar 5.071.597,92 dan total Pajak Daerah tahun 2021 yaitu sebesar 5.730.574,81. Jumlah penerimaan Pajak Daerah ini meningkat 88,50%  dari tahun sebelumnya (Bps, 2021). Pajak daerah sebagai pendapatan utama pemerintah daerah sehingga pajak daerah digunakan sebagai tambahan dalam pembangunan insfrastruktur seperti kesehatan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dikarnakan adanya penerimaan pendapatan yang lebih jelas pada jenis pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Utara lebih banyak bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan serta pajak rokok.
Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut (Asih 2018).

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 Retribusi daerah merupakan komponen penyumbang dalam PAD, dari total Retribusi Daerah tahun 2020 yaitu sebesar 30.218,31 dan total Retribusi Daerah tahun 2021 yaitu sebesar 27.129,16. Jumlah penerimaan Retribusi Daerah ini penurunan 111,38%  dari tahun sebelumnya (Bps, 2021). Hal ini terjadi di karnakan adanya refocusing/realokasi anggaran yang terjadi dari Retribusi pelayanan pasar Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemeriksa indera pemadam kebakaran. 
Menurut peraturan daerah nomor 10 Tahun 2020 yang dimaksud dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan  yang diterima oleh pemerintah daerah dari penanaman dan penyertaan modal daerah. menurut Kurniawati (2022) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah salah satu sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal keikutsertaan pemerintah daerah dari penanaman modal pada perusahaan daerah atau swasta.

Pada tabel 1.1 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan komponen penyumbang dalam PAD, dari total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 yaitu sebesar 242.309,16 dan total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 yaitu sebesar 384.497,89. Jumlah penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini meningkat 63,01%  dari tahun sebelumnya (Bps, 2021). hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai pendapatan pemerintah daerah sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan sebagai tambahan dalam pembangunan insfrastruktur seperti investasi daerah. Penerimaan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Sumatera Utara lebih banyak bersumber dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, peusahan milik negada dan perusahaan swasta.

Menurut peraturan daerah nomor 33 tahun 2004 yang di maksud dengan PAD Lainnya yang Sah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang tidak termasuk pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang dipisahkan. 

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 PAD Lainnya yang Sah merupakan komponen penyumbang dalam PAD, dari total PAD Lainnya yang Sah tahun 2020 yaitu sebesar 187.111,98 dan total PAD Lainnya yang Sah tahun 2021 yaitu sebesar 260.530,23. Jumlah penerimaan PAD Lainnya yang Sah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sekitar  71,82%  dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi di karnakan besarnya anggaran yang terjadi dari Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah seperti, Jasa giro, Pendapatan bunga (Bps, 2021).

Belanja menurut PSAP No.2, adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 Belanja daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 12.653.607,43 dan total belanja Daerah tahun 2021 yaitu sebesar 13.225.393,17. Jumlah pengeluaran belanja Daerah ini peningkatan 95,67% dari tahun sebelumnya (Bps, 2021). Hal ini terjadi di karnakan adanya pengeluaran belanja daerah yang besar seperti belanja modal dan belanja barang. 

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat dilihat dari beberapa variabel diatas yang bergerak fluktuatif sehingga dengan uraian berikut beberapa penelitian terdahulu adanya pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja daerah adalah penelitian dari (Wahab, 2016), menunjukan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian (Febriani, 2021) hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal and Nastiti, 2022), menunjukan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan menurut penelitian (Sembiring, 2022) Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerahnya di Provinsi Sumatera Utara dimana hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Bps, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulius  (2016), menunjukan bahwa Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di kabupaten Bantul.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati  (2021), menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Kota balik papan. Sedangkan menurut penelitian (Iqbal & Nastiti 2022) PAD Lainnya yang Sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian dikemukakan di atas menunjukan bahwa hasil yang didapatkan belum konsisten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengungkapkannya dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 
Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat suatu identifikasi masalah yaitu:

1. Meningkatnya pengeluaran belanja daerah Dari tahun 2020-2021 sebesar 95,67%

2. Adanya realokasi yang dimana variabel seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang di sah kan yang mengalami perubahan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

1.3 
Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah dan Belanja Daerah pada Beberapa Kabupaten dan Kota Besar yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020– 2021.

1.4 
Rumusan Masalah

1. Apakah penerimaan Pajak Daerah  berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah penerimaan Retribusi Daerah  berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?

3. Apakah penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?

4. Apakah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah  berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?

1.5 
Tujuan Penelitian

AIdaipun tujuain dairi penelitiain ini aidailaih:

1. Untuk mengetaihui pengairuh penerimaiain Paijaik Daieraih  terhaidaip peningkaitain Belainjai Daieraih paidai Provinsi Sumaiterai Utairai.

2. Untuk mengetaihui pengairuh penerimaiain Retribusi Daieraih  terhaidaip peningkaitain Belainjai Daieraih paidai Provinsi Sumaiterai Utairai.

3. Untuk mengetaihui pengairuh penerimaiain Haisil Pengelolaiain Kekaiyaiain Daieraih Yaing Dipisaihkain  terhaidaip peningkaitain Belainjai Daieraih paidai Provinsi Sumaiterai Utairai.

4. Untuk mengetaihui pengairuh penerimaiain Pendaipaitain AIsli Daieraih Laiinnyai yaing Saih terhaidaip peningkaitain Belainjai Daieraih paidai Provinsi Sumaiterai Utairai.

1.6 
Mainfaiait Penelitiain

 Dengain dilaikukain penelitiain ini, dihairaipkain daipait bermainfaiait baigi :
1.6.1 Peneliti



Dengain Penelitiain ini dihairaipkain daipait menaimbaih pengetaihuain dain caikraiwailai berfikir dailaim hail pengembaingain waiwaisain dibidaing belainjai daieraih dailaim pemerintaih daieraih sertai sebaigaii aijaing ilmiaih yaing meneraipkain berbaigaii teori yaing diperoleh selaimai perkuliaihain dain membaindingkainnyai dengain kenyaitaiain yaing aidai.

1.6.2 Universitais Muslim Nusaintairai AIl Waishliyaih Medain

Haisil penelitiain ini dihairaipkain daipait digunaikain oleh penelitiain laiin baiik maihaisiswai dairi Universitais Muslim Nusaintairai AIl Waishliyaih Medain maiupun dairi kaimpus laiinnyai yaing ingin mengulais maisailaih Paijaik Daieraih, Retribusi Daieraih, Haisil Pengelolaiain kekaiyaiain daieraih yaing dipisaihkain, Pendaipaitain AIsli Daieraih Laiinnyai Yaing Saih Maiupun Belainjai Daieraih dengain Objek penelitiain yaing saimai. 

1.6.3 Perusaihaiain/Instainsi (Tempait Objek Penelitiain)

Haisil penelitiain ini dihairaipkain daipait diketaihui upaiyai-upaiyai dain kebijaikain yaing sehairusnyai dilaikukain oleh pemerintaih daieraih dailaim pemungutain Paijaik Daieraih, Retribusi Daieraih, Haisil Pengeloaiain Kekaiyaiain Daieraih Yaing Dipisaihkain Dain Pendaipaitain AIsli Daieraih Laiinnyai yaing Saih Di Provinsi Sumaiterai Utairai. Dengain bertaimbaihnyai penerimaiain Paijaik Daieraih, Retribusi Daieraih, Haisil Pengeloaiain Kekaiyaiain Daieraih Yaing Dipisaihkain Dain Pendaipaitain AIsli Daieraih Laiinnyai yaing Saih secairai tidaik laingsung aikain menaimbaih Pendaipaitain AIsli Daieraih sehinggai daipait digunaikain untuk menunjaing peningkaitain perekonomiain daieraih gunai tercaipaiinyai kesejaihteraiain maisyairaikait.

1.6.4 Peneliti Selainjutnyai

 
Dihairaipkain penelitiain ini daipait bermainfaiait baigi peneliti selainjutnyai dain daipait dijaidikain sebaigaii baihain perbaindingain aintairai teori dengain praiktek nyaitai di laipaingain yaing selainjutnyai daipait menjaidi baihain kaijiain dain referensi yaing bermainfaiait dain dijaidikain baihain rujukain untuk penelitiain lebih lainjut.
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